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ABSTRACT

Changes to insolvency regulations are critical to transforming the
world economy, especially to protect and support small and medium-sized
enterprises (SMEs). This analysis of the impact of regqulatory changes
discusses significant benefits for SMEs. These include increased protection
for creditors, the ability to adapt to economic changes around the world,
and increased efficiency of the restructuring process. New regulations must
meet the unique needs of SMEs, improve creditor protection, and ease the
restructuring process. This study emphasizes how important it is to reform
bankruptcy regulations that take into account the global economic situation
and the characteristics of SMEs to help them develop and survive in the
future.
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ABSTRAK

Perubahan regulasi kepailitan sangat penting untuk mengubah
ekonomi dunia, terutama untuk melindungi dan mendukung
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Analisis dampak
perubahan regulasi ini membahas manfaat yang signifikan bagi
UMKM. Ini termasuk peningkatan perlindungan bagi kreditur,
kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi
di seluruh dunia, dan peningkatan efisiensi proses restrukturisasi.
Regulasi baru harus memenuhi kebutuhan unik UMKV,
meningkatkan perlindungan kreditur, dan memudahkan proses
restrukturisasi. Studi ini menekankan betapa pentingnya
pembaharuan regulasi kepailitan yang mempertimbangkan situasi
ekonomi global dan karakteristik UMKM untuk membantu mereka
berkembang dan bertahan di masa depan.

Kata kunci : regulasi kepailitan,
perlindungan kreditur.
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A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Lima tahun sejak diberlakukannya UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, Pemerintah bersama-
sama dengan DPR menerbitkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Atas adanya tuntutan masyarakat agar penyelesaian
sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan cepat, juga dibutuhkan adanya ketentuan hukum
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yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan globalisasi yang berkembang.! Pembaharuan
dalam regulasi kepailitan memiliki dampak besar terhadap berbagai aspek ekonomi suatu
negara, terutama pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia,
UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian dengan menyediakan sebagian besar
lapangan kerja dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, UMKM sering kali
menghadapi risiko kebangkrutan yang tinggi, membuat pentingnya pemahaman yang
mendalam tentang bagaimana pembaharuan regulasi kepailitan mempengaruhi mereka,
terutama dalam konteks perubahan ekonomi global.

Dengan perubahan terus-menerus dalam dinamika ekonomi global, Indonesia dihadapkan
pada kebutuhan untuk merevisi regulasi kepailitan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
perlindungan bagi kreditor, memperbaiki proses restrukturisasi, dan memfasilitasi pemulihan
usaha yang mengalami kesulitan keuangan. Namun, dalam menghadapi perubahan ekonomi
global, revisi tersebut juga harus mampu beradaptasi dengan tantangan baru seperti krisis
ekonomi global, fluktuasi mata uang, dan perubahan dalam perdagangan internasional.

Sejarah Indonesia mencatat beberapa revisi dalam regulasi kepailitan, termasuk Undang-
Undang Kepailitan yang terbaru.? Implementasi regulasi ini menimbulkan berbagai isu terkait
perlindungan kreditur, efektivitas restrukturisasi, aksesibilitas bagi UMKM, dan konsistensi
dengan standar internasional. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan yang mendalam terhadap
implikasi pembaharuan regulasi kepailitan terhadap UMKM di Indonesia dalam konteks
dinamika ekonomi global.

UMKM memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dengan perusahaan besar, seperti
keterbatasan sumber daya dan akses pasar. Oleh karena itu, dampak regulasi kepailitan pada
UMKM bisa berbeda dengan perusahaan besar, dan perlu pendekatan yang berbeda dalam
menganalisisnya.

Dalam konteks perubahan ekonomi global, UMKM di Indonesia juga dihadapkan pada
tantangan tambahan dari pasar global yang semakin terintegrasi. Perubahan dalam kondisi pasar
global dapat mempengaruhi daya saing UMKM, akses ke pasar ekspor, dan kemampuan
bersaing dengan produk impor. Oleh karena itu, pembaharuan regulasi kepailitan juga harus
mempertimbangkan dinamika pasar global dan memberikan solusi yang sesuai untuk
melindungi kepentingan UMKM.

Dengan menganalisis implikasi pembaharuan regulasi kepailitan terhadap UMKM di
Indonesia dalam konteks perubahan ekonomi global, diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi kepailitan dapat mendukung
pertumbuhan dan keberlangsungan UMKM. Analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk
merekomendasikan perbaikan lebih lanjut dalam regulasi kepailitan yang dapat meningkatkan
perlindungan dan mendukung pertumbuhan UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi
global yang terus berubah.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penitilian ini akan dibahas
antara lain sebagai berikut :

. Bagaimana pengaruh pembaharuan undang-undang kepailitan terhadap perlindungan kreditur
bagi UMKM di Indonesia?

. Bagaimana regulasi kepailitan dapat membantu UMKM menghadapi tantangan dan perubahan
ekonomi global seperti krisis ekonomi, fluktuasi mata uang, dan perubahan dalam perdagangan
internasional?

. Seperti apa dampak pembaharuan regulasi kepailitan terhadap efisiensi proses restrukturisasi
bagi UMKM?

! admin. “Sejarah Hukum Kepailitan.” Program Studi Magister [lmu Hukum Terbaik Di Sumut, 11 Oct. 2021,
https://mh.uma.ac.id/sejarah-hukum-kepailitan/.
2 HUKUM KEPAILITAN DAN PROBLEMATIKANY A DI INDONESIA. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-
balinusra/baca-artikel/15542/HUKUM-KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANY A-DI-INDONESIA .html.
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

. Meneliti bagaimana pembaharuan undang-undang kepailitan memengaruhi tingkat
perlindungan kreditur bagi UMKM di Indonesia, dengan fokus pada upaya meningkatkan
keadilan dalam lingkungan bisnis.

. Menggali potensi regulasi kepailitan dalam memberikan solusi bagi UMKM dalam menghadapi
kompleksitas tantangan ekonomi global, serta membangun ketahanan terhadap gejolak pasar
internasional.

. Menyelidiki efek dari pembaharuan regulasi kepailitan terhadap peningkatan efisiensi dalam
proses restrukturisasi UMKM, dengan tujuan mempercepat pemulihan dan meminimalkan
dampak negatif pada aktivitas bisnis.

. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi aspek yuridis normatif terkait
hal ini yang pertama yaitu, kami melakukan pengumpulan data hukum seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, dan segala sesuatu yang terkait dengan regulasi kepailitan dan UMKM di
Indonesia akan diselidiki untuk mendapatkan data hukum. Kedua, kami juga melakukan
tinjauan menyeluruh yang dilakukan terhadap berbagai undang-undang yang berkaitan dengan
peraturan kepailitan dan perlindungan terhadap UMKM di Indonesia. Fokus utamanya adalah
revisi dan peraturan terbaru mengenai kepailitan yang relevan dengan UMKM. Kemudian yang
ketiga kami melakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep
hukum kepailitan, perlindungan kreditur, peran regulasi dalam menghadapi tantangan ekonomi
global, dan proses restrukturisasi UMKM. Keempat, setelah itu melakukan perbandingan antara
regulasi kepailitan di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang memiliki sistem hukum yang
sama atau menghadapi tantangan ekonomi global yang serupa akan dilakukan untuk
mendapatkan pemahaman tentang praktik terbaik dan penerapan yang mungkin dilakukan di
Indonesia. Penelitian ini kami harapkan akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran
atau rekomendasi mengenai undang-undang kepailitan dan perlindungan UMKM di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode penelitian ini akan menghasilkan beberapa temuan penting terkait dengan

perubahan undang-undang kepailitan biasanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan
efektivitas proses kepailitan. Ini dapat mencakup peningkatan kepastian hukum, percepatan
penyelesaian sengketa, dan penyederhanaan proses hukum.
Pengaruh Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Terhadap Perlindungan Kreditur Bagi
UMKM Di Indonesia

Untuk memahami implikasi dari perubahan undang-undang kepailitan, penting untuk
mempelajari konteks hukum yang baru dan bagaimana perubahan tersebut dapat memengaruhi
dinamika antara kreditor dan debitur, terutama di sektor UMKM. Langkah-langkah ini dapat
mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses kepailitan, yang pada gilirannya
dapat mempercepat pemulihan kreditur bagi UMKM di Indonesia. Selain itu, pembaharuan
undang-undang kepailitan seringkali memperkuat perlindungan kreditur, termasuk UMKM. Ini
dapat dicapai dengan memperluas hak kreditur dalam proses kepailitan, memberikan prioritas
yang lebih besar kepada kreditur dalam distribusi aset debitur yang di likuidasi, atau dengan
memasukkan mekanisme alternatif seperti perdamaian atau restrukturisasi utang yang
memungkinkan debitur untuk melunasi utang mereka tanpa harus melalui proses kepailitan.
Namun, konsekuensi perubahan undang-undang kepailitan terhadap UMKM juga harus
dipertimbangkan dengan cermat. Misalnya, kreditur besar memiliki sumber daya untuk
menangani proses kepailitan, tetapi UMKM mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian
yang diperlukan untuk melakukannya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
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pembaharuan undang-undang kepailitan tidak memperburuk posisi UMKM dengan menambah
biaya atau administrasi yang tidak dapat mereka tanggung.’

Selain itu, ketika mempertimbangkan perlindungan kreditur bagi UMKM, penting juga untuk
mempertimbangkan konteks ekonomi dan sosial di mana mereka beroperasi. Misalnya, UMKM
merupakan pilar perekonomian lokal, dan kegagalan mereka dapat memiliki konsekuensi yang
jauh lebih luas daripada hanya kerugian finansial bagi kreditur. Oleh karena itu, pembaharuan
undang-undang kepailitan juga harus mempertimbangkan upaya untuk membantu pemulihan
UMKM, misalnya dengan memberikan bantuan atau insentif untuk membantu mereka bangkit
setelah mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan
bagaimana perubahan undang-undang kepailitan dapat memengaruhi perilaku kreditur dan
debitur. Misalnya, jika kreditur percaya bahwa mereka memiliki perlindungan hukum yang
lebih baik dalam proses kepailitan, mereka mungkin lebih cenderung memberikan pinjaman
kepada UMKM atau untuk menyelesaikan masalah keuangan sejak dini, yang pada gilirannya
dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis.

Namun, perubahan undang-undang kepailitan tidak selalu menyelesaikan masalah secara
instan. Terkadang, implementasi yang buruk atau kelemahan sistem hukum dapat mengurangi
upaya perlindungan kreditur bagi UMKM. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa
tujuan perlindungan kreditur dicapai melalui infrastruktur yang memadai, sumber daya
manusia yang terlatih, dan sistem peradilan yang efektif. Secara keseluruhan, pembaharuan
undang-undang kepailitan dapat memberikan perlindungan kreditur yang lebih baik bagi
UMKM di Indonesia.* Namun, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek undang-
undang, ekonomi, dan sosial untuk memastikan bahwa perubahan dilaksanakan dengan benar
untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam penelitian ini, kami akan melihat beberapa aspek pembaharuan undang-undang
kepailitan dan bagaimana hal itu berdampak pada perlindungan kreditur UMKM di Indonesia.
1. Peningkatan Akses ke Prosedur Kepailitan

Peningkatan aksesibilitas dan efektivitas proses kepailitan merupakan komponen penting
dari pembaharuan undang-undang kepailitan. Dengan memberikan kerangka kerja yang jelas
untuk penyelesaian klaim dan penagihan utang, hal ini dapat memberikan perlindungan yang
lebih baik bagi kreditur, termasuk UMKM.

. Perlindungan terhadap Tindakan Pembebanan Aset (Asset Stripping):

Aturan yang melarang pembebanan aset yang merugikan kreditur dapat diperkuat
melalui perubahan undang-undang kepailitan. Ini akan memberikan perlindungan tambahan
bagi UMKM terhadap praktik tidak adil ini.

. Perluasan Peran Pengadilan dan Pengawasan

Perubahan undang-undang kepailitan mungkin juga memungkinkan pengadilan untuk
memiliki peran yang lebih besar dan melakukan lebih banyak pengawasan atas proses kepailitan.
Ini dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan atau kecurangan yang merugikan kreditur,
termasuk UMKM, dan menjamin proses kepailitan yang adil dan transparan.’

. Prioritas Klaim Kreditur

Prioritas klaim kreditur dalam proses kepailitan mungkin dipengaruhi oleh pembaharuan
undang-undang kepailitan. Jika UMKM diberi prioritas yang lebih tinggi dalam struktur klaim,
ini dapat membantu mereka mendapatkan dana kembali ketika mereka menghadapi masalah
keuangan.

. Membantu Reorganisasi dan Penyelesaian Damai
Perubahan dalam undang-undang kepailitan mungkin membuat mekanisme untuk
reorganisasi perusahaan yang mengalami masalah keuangan lebih baik. Ini dapat

’ mail@fransfp.dev. Problem Regulasi Sebabkan UMKM Sulit Berkembang. https://bphn.go.id/berita-utama/problem-regulasi-
sebabkan-umkm-sulit-berkembang-4550.
4 “How to Use the Indonesian Credit Card for Transactions.” jalin.co.id, https://www.jalin.co.id/en-en/news/blog/how-to-use-
the-indonesian-credit-card-for-transactions.
5 Situs Resmi BPKP-RI. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/cegah_deteks.
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memungkinkan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tetap beroperasi dan
memperbaiki keuangan mereka tanpa terlibat dalam likuidasi yang merugikan.

. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Selain aspek perubahan undang-undang itu sendiri, penting juga untuk meningkatkan
kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban kreditur, termasuk UMKM. Dengan
memahami lebih lanjut tentang hak dan kewajiban mereka sebagai kreditur, UMKM dapat lebih
baik melindungi kepentingan mereka dalam situasi kebangkrutan.

. Dukungan dan Akses terhadap Sistem Hukum

Memiliki akses yang mudah dan efektif ke sistem hukum merupakan komponen penting
dari perlindungan kreditur. Upaya untuk memperkuat sistem hukum secara keseluruhan,
termasuk meningkatkan aksesibilitas dan keadilan dalam proses peradilan, harus diiringi
dengan pembaharuan undang-undang kepailitan.

. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi bisnis dapat membantu
meningkatkan perlindungan kreditur UMKM dengan mengembangkan praktik terbaik dan
inisiatif dukungan bagi UMKM saat kebangkrutan. Pembaharuan undang-undang kepailitan
dapat berdampak besar pada perlindungan kreditur di Indonesia, termasuk UMKM.
Pembaharuan undang-undang dapat membantu UMKM mengurangi risiko kebangkrutan
dengan memperkuat akses ke prosedur kepailitan yang adil dan efektif, melarang praktik yang
merugikan kreditur, meningkatkan pengawasan dan transparansi, dan memfasilitasi
reorganisasi dan penyelesaian damai. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa
pendidikan, akses ke sistem hukum, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan mendukung
pelaksanaan undang-undang kepailitan yang efektif.

. Regulasi Kepailitan Dapat Membantu UMKM Menghadapi Tantangan Dan Perubahan
Ekonomi Global Seperti Krisis Ekonomi, Fluktuasi Mata Uang, Dan Perubahan Dalam
Perdagangan Internasional

Di Indonesia, regulasi kepailitan terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU
Kepailitan), pasal-pasal yang relevan dalam UU Kepailitan tersebut antara lain:
Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan debitor yang tidak mampu
memenuhi kewajiban utangnya secara konsisten dan yang diakui oleh pengadilan.
Pasal 2 UU Kepailitan yang mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat diajukan permohonan
kepailitan.
Pasal 14 UU Kepailitan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan pailit.
Pasal 15 UU Kepailitan yang mengatur mengenai alasan-alasan pengajuan permohonan pailit.
Pasal 16 UU Kepailitan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pailit.
Pasal 42 yang mengatur mengenai permohonan kebangkrutan oleh kreditur terhadap debitor
yang tidak membayar utangnya.
Pasal 48 yang mengatur tentang tata cara pemberian kuasa kepada kurator dalam hal dinyatakan
pailit.
Pasal 49 yang mengatur tentang tugas dan kewajiban kurator dalam menjalankan kepailitan.
Pasal 50 UU Kepailitan yang mengatur mengenai pembatalan perjanjian sebelum putusan pailit.
Pasal 66 UU Kepailitan yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi direktur, komisaris,
atau pemegang saham atas utang perseroan yang dibayarkan setelah perseroan dinyatakan pailit
dan yang mengatur mengenai mekanisme permohonan penundaan kewajiban pembayaran
utang (PKPU) oleh debitor yang mengalami kesulitan keuangan.
Pasal 72 yang mengatur tentang pembentukan dan tugas pengurus pada masa penundaan
kewajiban pembayaran utang.
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Pasal 161 yang mengatur mengenai kewajiban penghutang untuk mengajukan permohonan
kebangkrutan jika dalam waktu tertentu tidak berhasil mencapai perdamaian dengan
krediturnya.

Pasal 177 yang mengatur mengenai tata cara peradilan dalam mengadili perkara kepailitan.

Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dalam konteks pembaharuan
regulasi kepailitan yang memperhatikan perlindungan bagi kreditur, proses restrukturisasi, dan
pemulihan usaha yang mengalami kesulitan keuangan, serta memberikan landasan hukum bagi
perlindungan dan dukungan terhadap UMKM dalam menghadapi dinamika ekonomi global
yang berubah-ubah. Regulasi kepailitan merupakan fondasi penting dalam menghadapi
tantangan dan dinamika ekonomi global, termasuk krisis ekonomi, fluktuasi mata uang, dan
perubahan dalam perdagangan internasional, terutama bagi UMKM.® Mengenai hal ini, terdapat
beberapa aspek kunci yang perlu dipertimbangkan dalam konteks regulasi kepailitan yang
memadai untuk mendukung UMKM:

. Perlindungan terhadap Tindakan Perbankan yang Tidak Adil

Regulasi kepailitan yang kuat melindungi UMKM dari praktik perbankan yang tidak adil,
terutama selama krisis ekonomi. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang adil untuk
melindungi aset UMKM dari penarikan paksa oleh kreditor dalam situasi di mana mereka
mengalami kesulitan keuangan.’
. Pengelolaan Utang yang Efektif

Kebijakan kepailitan yang kuat membantu UMKM mengelola utang mereka dan

membuat keputusan finansial yang bijaksana, termasuk restrukturisasi utang jika diperlukan,
dalam menghadapi fluktuasi mata uang dan perubahan ekonomi global.
. Membantu Proses Reorganisasi
Regulasi kepailitan yang baik harus membantu UMKM melakukan reorganisasi dan
menyesuaikan bisnis mereka dengan perubahan ekonomi dan pasar. Ini memberikan alternatif
yang lebih baik daripada likuidasi, memungkinkan UMKM untuk tetap beroperasi dan
menemukan cara untuk bertahan hidup.
. Keamanan Hukum

Keamanan hukum sangat penting dalam kasus kepailitan. Regulasi yang jelas dan dapat
diprediksi membantu UMKM melindungi bisnis mereka dengan memberi mereka keyakinan
dalam hak dan kewajiban mereka selama proses kepailitan.
. Akses ke Pendanaan Darurat

Mendapatkan akses ke pendanaan darurat sangat penting saat menghadapi krisis
ekonomi atau fluktuasi mata uang.® Regulasi kepailitan yang efektif harus memungkinkan akses
cepat ke sumber pendanaan darurat melalui mekanisme seperti pembiayaan debtor-in-
possession, yang membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertahan hidup saat situasi
menjadi lebih sulit.
. Dorongan untuk Inovasi dan Perubahan

UMKM dapat dimotivasi untuk beradaptasi dan berinovasi sebagai akibat dari perubahan
ekonomi global. Peraturan yang mendukung reorganisasi dapat mendorong UMKM untuk
mengambil risiko dan mencari model bisnis baru yang lebih inovatif atau berkelanjutan.
. Perlindungan bagi Pekerja dan Mitra Bisnis

6 User, Super. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. 9 May 2019,
https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/629-ketahanan-keluarga-fondasi-ketahanan-nasional.
7 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Kemenkeu-
dan-Kemendag-Lindungi-UMKM.
8 «“4 Tips Menyiapkan Dana Darurat Yang Ideal.” Media Keuangan, https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/4-
tips-menyiapkan-dana-darurat-yang-ideal.



10.

‘ A l l S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 1 Tahun 2024
ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Regulasi kepailitan harus melindungi pekerja dan mitra bisnis selain melindungi pemilik
bisnis.” Hak-hak mereka dihormati dan dipertimbangkan selama proses restrukturisasi atau
likuidasi melalui prosedur kepailitan yang adil dan transparan.

Membantu UMKM Mencegah Likuidasi yang Tidak Perlu

Regulasi kepailitan bertujuan untuk mencegah UMKM likuidasi yang tidak perlu.
Regulasi yang memadai memungkinkan UMKM melakukan perubahan dan pemulihan yang
diperlukan tanpa menghentikan operasi mereka secara tiba-tiba.

Mendorong Pertumbuhan dan Kestabilan Sistem Keuangan

Selain itu, sistem keuangan secara keseluruhan harus berkembang dan stabil melalui
penerapan regulasi kepailitan yang efektif. Regulasi ini membantu mencegah kebangkrutan yang
menyebar dan dampak negatifnya pada perekonomian dengan memberi perusahaan kerangka
kerja yang jelas untuk menangani masalah keuangan.

Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, regulasi kepailitan yang baik tidak hanya
melindungi UMKM, tetapi juga membantu mereka menghadapi dan mengatasi tantangan dan
perubahan ekonomi global dengan lebih baik. Kami sebagai penulis mendukung pengembangan
dan pelaksanaan regulasi kepailitan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan kondisi ekonomi
global saat ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM akan berhasil dan bertahan di
masa depan.

Dampak Pembaharuan Regulasi Kepailitan Terhadap Efisiensi Proses Restrukturisasi Bagi
UMKM

Pembaharuan regulasi kepailitan bisa berdampak besar pada efisiensi proses restrukturisasi
untuk UMKM. Efisiensi ini penting karena bisa memengaruhi kemampuan UMKM untuk pulih
dari masalah keuangan. Berikut adalah beberapa dampak dari pembaharuan regulasi kepailitan
pada efisiensi proses restrukturisasi UMKM :

Penyusutan Biaya dan Waktu

Perubahan dalam regulasi kepailitan bisa mempercepat proses restrukturisasi, yang berarti
mengurangi biaya yang terkait dengan proses tersebut. Ini juga bisa mempersingkat waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan proses restrukturisasi, yang pada gilirannya mengurangi
beban keuangan yang ditanggung oleh UMKM.
Fasilitasi Penyelesaian Damai

Regulasi baru mungkin mencakup mekanisme yang memfasilitasi penyelesaian damai
antara UMKM dan kreditur. Ini bisa termasuk mediasi atau negosiasi yang dibantu oleh
pengadilan untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi yang menguntungkan kedua belah
pihak. Penyelesaian damai ini seringkali lebih cepat dan lebih hemat biaya daripada proses
hukum tradisional.
Klarifikasi Prosedur dan Persyaratan

Pembaharuan regulasi kepailitan bisa mengklarifikasi prosedur dan persyaratan yang
terlibat dalam proses restrukturisasi. Ini membantu mengurangi kebingungan dan
ketidakpastian selama proses, serta mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi
rencana restrukturisasi.
Mendorong Kolaborasi dan Keterlibatan Pihak Terkait

Regulasi yang baru dapat mendorong kolaborasi dan keterlibatan yang lebih besar dari
berbagai pihak terkait, seperti pemegang saham, kreditur, dan manajemen UMKM." Ini bisa
memfasilitasi perencanaan restrukturisasi yang lebih komprehensif dan efektif, serta
meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

9 Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-
Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html.
10NEWS, UNAIR. “Kekuatan dan Kepentingan Antar Aktor(Sebuah tantangan dalam Implementasi Collaborative
Governance).” Universitas Airlangga Official Website, 1 Mar. 2024, https://unair.ac.id/kekuatan-dan-kepentingan-antar-
aktorsebuah-tantangan-dalam-implementasi-collaborative-governance/.



‘ A l l S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 1 Tahun 2024
ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

5. Mengurangi Hambatan Hukum dan Administratif
Pembaharuan dalam regulasi kepailitan seringkali bertujuan untuk mengurangi hambatan
hukum dan administratif yang bisa menghambat proses restrukturisasi. Ini bisa termasuk
penyederhanaan prosedur hukum, pengurangan birokrasi, dan peningkatan aksesibilitas ke
pengadilan atau badan penyelesaian sengketa.
6. Penekanan pada Solusi yang Berbasis Kreditor
Regulasi baru mungkin menekankan pada solusi yang berbasis kreditor, di mana kreditur
memiliki peran yang lebih aktif dalam merumuskan dan menyetujui rencana restrukturisasi. Ini
bisa meningkatkan kepercayaan kreditur dan mempercepat proses restrukturisasi dengan
mengurangi perselisihan antara UMKM dan kreditur.
7. Memfasilitasi Akses ke Sumber Daya dan Dukungan Tambahan
Regulasi yang baru bisa memfasilitasi akses UMKM ke sumber daya dan dukungan
tambahan yang diperlukan selama proses restrukturisasi. Ini bisa termasuk bantuan keuangan,
konseling bisnis, atau pelatihan manajemen untuk membantu UMKM mengidentifikasi dan
menerapkan strategi restrukturisasi yang efektif.

Dengan demikian, pembaharuan regulasi kepailitan dapat secara signifikan meningkatkan
efisiensi proses restrukturisasi bagi UMKM." Dengan mengurangi biaya dan waktu,
memfasilitasi penyelesaian damai, mengklarifikasi prosedur dan persyaratan, mendorong
kolaborasi, mengurangi hambatan hukum dan administratif, menekankan solusi yang berbasis
kreditor, dan memfasilitasi akses ke sumber daya tambahan, regulasi yang diperbarui dapat
membantu UMKM mengatasi tantangan keuangan dan memulihkan keberlanjutan bisnis
mereka. Sebagai ahli, dukungan terhadap pembaharuan regulasi kepailitan yang
memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik unik UMKM, serta mendorong implementasi
yang efektif dari perubahan tersebut, menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan
dan keberlanjutan bisnis UMKM di masa depan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
kesimpulan

Pembaruan regulasi kepailitan menjadi sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi
global yang terus berubah. Studi tentang dampak pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa
perubahan tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi UMKM dalam beberapa aspek
penting.

Pertama, pembaharuan regulasi kepailitan dapat membantu kreditur UMKM lebih
dilindungi dengan meningkatkan akses ke prosedur kepailitan, melarang pembebanan aset yang
merugikan, dan memprioritaskan kreditur dalam proses restrukturisasi. Namun, perlu diingat
bahwa pengaruh ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak memperburuk keadaan
UMKM dengan menambah biaya atau administrasi yang mahal.

Kedua, undang-undang kepailitan yang telah diperbarui dapat membantu UMKM
menghadapi tantangan dan perubahan ekonomi global seperti krisis ekonomi, fluktuasi mata
uang, dan perubahan dalam perdagangan internasional. Regulasi yang tepat dapat membantu
UMKM mengelola utang mereka dengan lebih baik, mereorganisasi bisnis mereka, dan
mendapatkan akses ke pendanaan darurat saat diperlukan.

Ketiga, pembaharuan undang-undang kepailitan dapat membantu UMKM mengurangi
biaya dan waktu, memungkinkan penyelesaian damai, mengklarifikasi persyaratan dan
prosedur, mendorong kolaborasi, mengurangi hambatan hukum dan administratif, menekankan
solusi yang berbasis kreditor, dan memperluas akses ke sumber daya.

! Focus Group Discussion (FGD): Kepailitan Dan PKPU Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).
https://ditkumlasi.bappenas.go.id/news/detail/focus-group-discussion-fgd-kepailitan-dan-pkpu-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-
menengah-umkm.
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Saran

. Kami menyarankan untuk Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa perubahan
pada undang-undang kepailitan didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang
kebutuhan dan kesulitan yang dihadapi oleh UMKM. Perubahan juga harus mempertimbangkan
konsekuensi jangka panjang dari perubahan tersebut.

. Kemudian kami menyarankan agar UMKM harus diberi pendidikan dan pelatihan yang lebih
baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses kepailitan agar mereka dapat
memanfaatkan perlindungan yang diberikan oleh peraturan baru.

. Kemudian perlu memberikan dukungan yang menyeluruh bagi UMKM selama proses
restrukturisasi dan pemulihan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, organisasi
bisnis, dan lembaga pendidikan harus ditingkatkan.

. Perlu diadakan monitoring dan evaluasi terus-menerus perlu dilakukan terhadap pelaksanaan
undang-undang kepailitan untuk menemukan masalah atau ketidaksesuaian agar perbaikan
dapat dilakukan dengan cepat.

. Serta untuk memastikan bahwa undang-undang kepailitan tetap relevan dan efektif dalam
mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di masa depan, undang-undang harus
terus diperbarui untuk mengikuti perkembangan ekonomi global dan praktik bisnis.

Gambar 1. Gambar ini menampilkan contoh gambaran perkara kepailitan.



‘ A l l S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 1 Tahun 2024
ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Pasal 177 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Lain-lain
admin. “Sejarah Hukum Kepailitan.” Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik
Di Sumut, 11 Oct. 2021, https:/ /mh.uma.ac.id / sejarah-hukum-kepailitan /.

HUKUM KEPAILITAN DAN PROBLEMATIKANYA DI INDONESIA.
https:/ /www.djkn.kemenkeu.go.id / kanwil-balinusra / baca-artikel / 15542 / HUKUM-
KEPAILITAN-DAN-PROBLEMATIKANYA-DI-INDONESIA.html.

mail@fransfp.dev. Problem Regulasi Sebabkan UMKM Sulit Berkembang.
https:/ /bphn.go.id / berita-utama/ problem-regulasi-sebabkan-umkm-sulit-berkembang-
4550.

User, Super. Ketahanan Keluarga Fondasi Ketahanan Nasional. 9 May 2019,
https:/ /www.lemhannas.go.id /index.php /berita / berita-utama/ 629-ketahanan-keluarga-
fondasi-ketahanan-nasional.

“How to Use the Indonesian Credit Card for Transactions.” jalin.co.id,
https:/ /www jalin.co.id /en-en/news/blog /how-to-use-the-indonesian-credit-card-for-
transactions.

Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam
Bidang Hukum Kekayaan.
https:/ /www.djkn. kemenkeu.go.id / artikel /baca /13451 / Kepailitan-dan-Akibat-
Kepailitan-Terhadap-Kewenangan-Debitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html.

NEWS, UNAIR. “Kekuatan dan Kepentingan Antar Aktor(Sebuah tantangan dalam
Implementasi Collaborative Governance).” Universitas Airlangga Official Website, 1 Mar.
2024, https:/ /unair.ac.id / kekuatan-dan-kepentingan-antar-aktorsebuah-tantangan-dalam-
implementasi-collaborative-governance/.

Situs Resmi BPKP-RI
https:/ /www.bpkp.go.id / public/upload / unit/investigasi/ files/ Gambar /PDF/ cegah_det
eks.



‘ A l l S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 1 Tahun 2024
ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

“4 Tips Menyiapkan Dana Darurat Yang Ideal” Media Keuangan,
https:/ /mediakeuangan.kemenkeu.go.id / article / show / 4-tips-menyiapkan-dana-darurat-
yang-ideal.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
https:/ /www . kemenkeu.go.id / informasi-publik / publikasi/ siaran-pers / Kemenkeu-dan-
Kemendag-Lindungi-UMKM.

Focus Group Discussion (FGD): Kepailitan Dan PKPU Bagi Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah ~ (UMKM).  https://ditkumlasi.bappenas.go.id/news/detail / focus-group-
discussion-fgd-kepailitan-dan-pkpu-bagi-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm.



